
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

PERA TU RAN DAERAI l KOTA MOJOKFRTO 
NOMOR 7 TAHUN 2005 

TENT ANG 

KEDUDUKAN PR010KOLER PI!vfPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKTT ANRAKYATDAERAHKOTA MOJOKERfO 

DENGAN RAHMAT TUH/\N YANG MAHA FSA 

WALIKOT A MOJOKER'I O 

Menimbang 

Mcngmgat 

bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat 
(2) Pcraturan Pemcrintah Nomor 24 fahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Dacrah, perlu ditetapkan Pcraturan Daerah Kota 
Mojokerto tentang Kedudukan Protokoler Prrnpin­ 
an dan Anggota Dewan Perwaktlan Rakyat Daerah 
Kota Mojokerto 

1. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah Kota Ken! 
daiam lingkungan Proplnsr Jawa Timur/Jawa 
Tengah/ Jawa Barat; 

2. Undang­Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang 
Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3363), 

3. Undang­Undang Nomor 22 I ahun 2003 
tentang Susunan dan Kedudukan Majehs 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4310); 

4 Undang­Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan {Lembarnn Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389) ; 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) ; 

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Norn.or 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 
T ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara 
Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3242) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 
tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata 
Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Norn.or 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar- 
an Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4090); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Norn.or 37 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540). 

Dengan persetujuan bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO 

don 

WALIKITTA MOJOKERTO 

MEMlITUSKAN : 

PERATURAN DAER.AH KaTA MOJOKERTO TENTANG 
KEDUDUKAN PROIOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 
MOJOKERTO 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan ; 
1. Kota adalah Kola Mojokerto; 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kot.a Mojo- 

kerto; 
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto; 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mojokerto; 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya 

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Mojokerto ; 

6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kcta 
Mojokerto ; 

7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan 
keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kota 
Mojokerto dan telah mengucapkan sumpah/janji 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD 
sebagahnana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah 
yang memimpin Sekretariat DPRD; 

10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang 
diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan 
penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam 
acara resmi atau pertemuan resmi; 

11. Protokol adalah serangkaian atu.ran dalam acara 
kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan 
mengenai tata tempat, tat.a upacara, dan tata 
penghormatan sehubungan dengan penghormatan 
kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ a tau 
kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau 
masyarakat; 

12. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang 
diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kot.a atau 
Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi te:rtentu, dihadiri oleh Pejabat 
Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota serta 
Undangan lainnya; 



4 

tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat 
Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kata serta 
Undangan Ltinnya; 
Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan 
upacara dalam acara kenegaraan dan acara res mi; 
Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat 
bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat 
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu 
dalam acara kenegaraan atau acara resmi; 

15. Tata Penghorm.atan adalah aturan untuk 
melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat 
Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah 
Daerah, dan tokoh masvarakat tertentu dalam acara 
kenegaraan atau acara resmi ; 

16. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah 
Otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

17. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan 
atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Kata. 

BAB II 
KEDUDUKAN PRITTOKOLER PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DPRD 

Pasal 2 
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh 

kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi; 
(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) 

meliputi: 
a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan 

di Kota; 
b. Acara Resmi Pemerintah Kota yang 

menghadirkan Pejabat Pemerintah ; 
c. Acara Resmi Pemerintah Kota yang dihadiri 

oleh Pejabat Pemerintah Kota. 

BAB m 
TATATEMPAT 

Pasal 3 
Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara 
resmi yang diadakan di Kota, sebagai berikut : 
a. Ketua DPRD disebelah kiri Walikota; 

14. 

13. 
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c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan 
Pejabat Pemerintah Kota lainnya yang setingkat 
Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan 
dan atau Satuan Unit Kerja Daerah lainnya. 

Pasal 4 
Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut : 
a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua 

DPRD; 
b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar 

dan di sebelah kanan Ketua DPRD; 
c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri 

Ketua DPRD; 
d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah 

disediakan untuk anggota ; 
e. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan undangan sesuai 

dengan kondisi Ruang Rapat. 

P"'1 5 
Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji 
dan Pelantikan Wahkota dan Wakil Walikota sebagai 
berikut: 
a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan 

mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Walikota 
dan Wakil Walikota; 

b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri 
Ketua DPRD; 

c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah 
disediakan untuk anggota; 

d. Walikota dan Wakil Walikota yang Jama, duduk 
disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil 
Sumpah/Janji cl.an melantik Walikota dan Wakil 
Walikota; 

e. Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang akan 
dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Kehm 
DPRD; 

£. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan undangan sesuai 
dengan kondisi Ruangan Ra pat; 

g. Mantan Walikota dan Wakil Walikota setelah 
Pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua 
DPRO; 
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h. Walikota dan Wakil Walikota yang barn d.ilantik 
duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil 
Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil 
Walikota. 

Pasal 6 

Tata Tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji 
Anggota DPRD meliputi : 
a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Walikota dan 

Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau 
pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan 
Walikota; 

b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/ 
Janji, duduk di tempat yang telah disediakan; 

c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan 
Sementera DPRD duduk disebelah kiri Walikota; 

d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan 
Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang di- 
tunjuk duduk ditempat yang telah disediakan; 

e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan 
DPRD; 

f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk 
di tern pat yang telah disediakan; dan 

g. Pers/Kru TV /Radio disediakan tempat tersendiri. 

Pasal 7 

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji 
dan Pelantikan Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD 
basil pemilihan umum sebagai berikut : 
a. Pimpinan Sementera DPRD duduk disebelah kiri 

Walikota clan Wakil Walikota; 

b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan 
Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri; 

c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah 
kiri Walikota dan Wakil Walikota, wejdl-wektl Ketua 
DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD; 

d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua 
Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri duduk 
di tempat yang telah disediakan. 
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BAB IV 

TATA UPACARA 

Pasal 8 

(1) Tata Upacara dalam Acara Resnu dapat berupa 

upacara bendern atau bukan upacara bendera ; 

(2) Untuk kcscragaman. Kelancaran, ketertiban clan 
Kckludrnatan jalannya acara resnu, drselenggareken 
tata upacara sesuai dcngan kctcntuan peraturan 

pe1 undang-undangan. 

BAB V 
TATAPENGHORMATAN 

Pasal 9 

(1) l'Impinan clan Anggota DPRD mendapat penghor- 
matan sesuai dengan penghormatan yang diberikan 

kepada Pejabat Pemenntah, 

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuar dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

BAB VI 

KETENTUAN PENUI UP 

Pasal 10 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan 
Daerah ini scpanjang mcngena1 pelaksanaannya akan 
diatur lebih lanjut oleh Wahkota 



8 

Pasal 11 

Peraluran Daerah iru mulm berlaku pada tanggal 
dmndangkan. 

Agar sctiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah uu dcngan 
penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Mojokcrto 

Disahkan di Mojokerto 
pada tanggal 12 Desember 2005 

WALIKOI A]v10JOKrRl0 

Ir. H 1\.3DULGANISOEIIARTONO, MM 

Jll.w ,_,..,.. di. .. JokeftO 
p ... tsn1rl 12 :Daanter I005 

Plt.. 9# RlfJJl:lS DAUIJI EOIA. MDJOl"llfO 

L MM F911!'RW, 1,1, 
I PJStlee VI-...._ 

.... ,10 Ol9 ea, 
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Salfnan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

PUDJI HARDJONOj SH 
NIP. 1960072919850 1 007 

User
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PbNJELASAN 

ATAS 

PFRATURANDAERAH KOTA MOJOKFRTO 
NOMOR 7 T AHUN 2005 

TFNT/\.NG 

KEDUDUKAN PRO I OKOLbR Pl MP IN AN DAN ANGGOT A DEW AN 
PERWAKILAN RAKYAT DAER AH KO I A MOJOKER ro 

UMUM 

Sebagai Lembaga Pemerintahan Dacrah, DPRD mempunyai 
kedudukan setara dan mcmihkr hubungan keqa yang bersifat 
kemitraan dengan Pemerintah Kota Kedudukan yang sctara 
mempunyai makna bahwa antara DPRD dan Pemermtah Kota 
mermhkr kedudukan yang sama dan vejajar dalam arti tidak saling 
membawahi Hubungan yang bersifat kemitraan mempunyai arti 
bahwa DPRD merupakan rmtra kerja Pemerintah Kota dalam 
membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomr daerah 
sesuai dengan tugas dan fungsr masmg-masmg 

Untuk teqalmnya hubungan kerja yang harmcni-, dan '>aling 
mendukung, drpcrlukan adanya pengaturan tentang hak-hak 
protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan kedudukan 
Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman 
pelaksan,rnn acara kenegaraan atau acara resrru Pemermtah Kota 
sehubungan dengan jebatannya scbagar Punpman dan Anggota 
DPRD. Pengaturan dimaksud mclrputi pcngaturan tata tempat, tata 
upacara, dan tata penghormatan. 

II PASALDEMIPAS/\L 

Pasal I 

Pasal 2 ayat (1) 

ayat (2) 
huruf a 

huruf b 

huruf c 

Cukup jc\as 
Cukup [clas 

Acara resrru Pemerintah Kota adalah 
acara yang drselenggarakan di Kota, 
Kecamatan dan Kehuahan 
Cukup jelas 

Cukup jelas 



Pasal 1 

Pasal 4 

Pasal 5 
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Cukup Jdac; 

Cukup jelas 
: Ketentuan ini hanya berlaku apabrla Polannkan 

Walikota dan Wakil Wahkota borlangsung di 
Gedung DPRD 

Sampai dengan Pasal 11 : Cukup jelas 


